
/° PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 6 TAHUN 2007 

TENTANG 

pfr,IJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERA 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANG H 
GARAN 2007 

BUPATI KUDUS 
I 

ba
hwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peratu 0 

A 
ran aerah Kabu t 

2007 tentang nggaran Pendapatan dan Bel . pa en Kudus Nomor 1 Tahun 
Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan a;1a Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara~p;~ tentang . Penjabaran Anggaran 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007; 07 sebaga1 landasan operasional 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemb t k 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; en u an Daerah-daerah 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa1·ak Bum,· dan B ( b 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 N angunan Lem aran 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaima~~~rl 

6
h\.T~mbahan Lembaran Negara 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Re ub~: Ind1u ah dengan Undang-Undang 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon!ia Nomoro~:~~)~ahun 1994 Nomor 62, 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa 'ak D . . 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 J Nomi~~2 ~an ~etbu~1 D~erah 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah d'. bamh da an em aran 

d 
Nomor 34 Tah 2000 ( iu a engan Undang-

Un ang un Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); ' 

s. Undang-undan~ Noma~ 28 Ta~un 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari KorupsI, Kolus1 dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar: 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubh 

Indonesia Nomor 4548); 
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undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t 

12• pemerintah Pusat dan Pemerint.ahan Daerahe(~ng Perlmbangan Keuangan Antara 
rahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarane~~aran Negara Republlk Indonesia 
4438); gara Republlk Indonesia Nomor 

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 13· oaerah dan Wakll Kepala Daerah (Lembaran N tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rep :karia Republik Indonesia Tahun 2000 

. u ' ndonesla Nomor 4028)· 
peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 ' 

14· Negara Republik Indonesia Tahun 200l N tentang Pajak Daerah (Lernbaran 
Republlk Indonesia Nomor 4138); omor 118, Tambahan Lembaran Negara 

5 peraturan P.emerintah Nomor 66 Tahun 2001 t . 
1 · Negara Republik Indonesia Tahun 200l No entang Retnbusi Daerah (Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4139); mar 119, Tambahan Lembaran Negara 

6 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 t 
1 · Keuangan Pim~inan dan Anggota Dewan Perw:n~ang Kedudukan Protokoler dan 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 N k Ian Rakyat Daerah (Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4416) seba . omor 9o, Tambahan Lembaran Negara 
ga,mana telah diubah bebe k 1· t kh ' 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 200 rapa a , era _,r 

I donesia Tahun 2006 Nomor 90 T b h 6 (Lembaran Negara Republlk 
n 4659). ' am a an Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor , 

17. Peratu~an h Pem(~rint: Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemennta an em ran Negara . Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
rambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4503); · 

1s. Peraturan Pem~rintah No~or 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambaha L b N 
Republik Indonesia Nomor 4574); ' n em aran egara 

19. Peraturan P_em~rintah No~or 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republ1k Indonesia Tahun 2005 Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ' 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 
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aturan Oaerah Kabupaten Kudus N 
0 per ·1 P . omor 10 Tah 

3 . 5ebagian Has, enenmaan Pajak Daerah dan u_n 2002 tentang Pembenan 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Retnbus, Daerah kepada Desa 
oaerah Kabupaten Kudus Nomor 38); Nomor 19, Tambahan Lembaran 

peraturan Oaerah Kabupaten Kudus Nomor 3 T h 
31. f(abupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Lembaran ia un 2003 tentang Rencana StrateJ1k 

Nornor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabu t erah Kabupaten Kudus Tahun 2003 
pa en Kudus Nomor 44) · 

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 T , 
32· f(euangan Pjmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan ahun 2005 tentang Kedudukan 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
oaerah Kabupaten Kudus Nomor 52) seb . Nomor 1, Tambahan Lembaran 
terakhir dengan Peraturan Daerah K~bupa~gairn:na telah diubah beberapa kali 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2~~6 Nudus Nomor 25 Tahun 2006 
oaerah Kabupaten Kudus Nomor 71); omor 12, Tambahan Lembaran 

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tah 
33· (Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 ~n 2006 tentang Keuangan Desa 

oaerah Kabupaten Kudus Nomor 90); omor 17, Tambahan Lembaran 

34. peraturan Daerah Ka_bupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentan An aran 
pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2ooi (Le~~aran 
oaerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

RATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
n : 6;ERAH TAHUN ANGGARAN 2007. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: 

1. pendapatan oaerah : 
Pendapatan Asli Daerah a. 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja : 

a. Belanja ndak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Sunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus / Defisit 

3. Pernbiayaan : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp 52.726.631.000,00 

Rp. 520.063.680.000,00 
Rp. 95.691.947.000,00 

Rp. 668.482.258.000,00 

Rp. 297.832.364.000,00 

Rp. 5.839.681.000,00 

Rp. 1.250.000.000,00 

Rp. 20.934.212.000,00 

Rp. 10.302.350.000,00 

Rp. 1.912.206.000,00 

Rp. 10.953.045.000,00 

Rp. 350.000.000,00 

Rp. 349.373.858.000,00 

Rp. 37.440.110.000,00 

Rp. 149.216.456.000,00 

Rp. 118.242.571.000,00 

Rp. 304.899.137.000,00 

Rp. 654.272.995.000,00 
Rp. 

Rp 57.905.737.000,00 

Rp. 72.115.000.000,00 

14.209.263.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (14.209.263.000,00) 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -



Pasal 2 

Penjabaran APBD sebaga1mana dimaksud dalam Pa 1 1 Kasan . . . sa tercantum dalam L.amp1ran I 
~1n9 n aupat1 in,. 
peratura 

Pasal 3 

. ran APBD ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 d1nnci leb1h lanJut dalam L.amp1ran II 
penJaba n aupati Jni. 
peratura 

Pasal 4 

. sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
LarnP1ran dari peraturan Bupati ini. 
terpJsahkan 

Pasal 5 

n penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan Jebih lanJut 
pelaksa;::Umen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
dalarndang-undangan. 
perun 

Pasal 6 

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. 
peraturan 

. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat1 in1 dalam 
set1ap 

A9~r D erah Kabupaten Kudus. 
aenta a 

~kan di Kudus, 
~ri;igal 29 Maret 2007 

ARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 28 Maret 2007. 

BUPATI KUDUS, 

; !o Jabatan ~1 C:nl-,,,•~r1·~ '- l..- • ••l";.I ,:) 

[_ .. ,l 

2. t.· -: 1 

I 

iTA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 6 

Parat 



U MPJ f\ANi : 

KABUPATEN 

PERAn.,RAN B 
NOMOR llPAn l<ABlJPATE 
TANGGAL 6 TA1-1u1J 200 7 N KUous 

28 MARET 2007 

RJNGKASAN ANGGARAN PEND Kuous 
APATAN D 

TAHUN ANGGARAN 20:~ BELANJA DAERAH 

Uraian 

TAN DAERAH 
pfNDAPA 

I atan asli daerah 
pendaP 

daerah - -

2 

l lpaiak s1 daerah - - - --
RetnbU lolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

I penge - -
Ha5' . dapatan asli daerah yang sah 

-1a1n pen -Lain 

a perimbangan . . - - -
pan . hasil Pajak/Bagi Has1I Bukan Pajak 
oana 1>3g1 - -
oana alo! asi umum -
loanaalokasi khusus _ _ 

I . I ·n pendapatan da& ahyang sa h 
u1n- a1 -

H1bah _ -

- - -

, 'oana darurat . . .- _ . _ ___ _ I i hasil pajak dar~ ovms1 dan pem_:l'mtah daerah lainnya -

~ :~a P:"J~sua(an d~ ?ton?_mi. khusus_ . _ --- _ _ 
•, IBontuan Keuangan dari Prov1ns1 atau_e_e~r1~tah daerah lainnya __ 

- - -
Jumlah Pendapatan - - -- - - ~--- -

-- - -

BfLANJA DAERA"!_ 
-

' - - - - - - - -
Belanja T~dak Langsung ---- - -- - -
Belanja pegawai -- - - - -

1 Belanja bunga - - - - - -----
.J Belanja subsidi - - -- - -- -

.Belanja hibah 
- - -- - -

i Belanja bantuan sosial 
-- --- - --

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan 
CEsa 

1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Da0 
Pemerintahan Desa 

..1 BelanJa Tidak Terduga 
-- -

Belanja Langsu ng 
- - -

BelanJa pegawai 
J 

BelanJa barang dan jasa 
-

) 
BelanJa modal - - - -

llurn~ah B: lanja 

---- ------ - -
- ,. 

- - - -- - - - --
Surplus - -

- - -

-

-

lUMLAH 

3 

668.482.258.000,00 

52-726.631.000,00 
13 824.047 000,00 

35. 755.080 000,00 

1.961.699.000,00 
1.185.805.000,00 

S20.063.680.000,00 

59.892.680.000,00 

421.953.000.000,00 

38.218.000.000,00 

95.691.947 .000,00 

41.831.496.000,00 

40.000.000.000,00 

13.860.451 .000,00 

668.482.258.000,00 

65~ .272.995.000,00 

349.373.858.000,00 

297 .832.364.000,00 

5.839.681.000,00 

1.250.000.000,00 

20.934.212.000,00 

10.302.350.000,00 

1.912.206.000,00 

-
10.953.045.000,00 

350.000.000,00 

304.899.137.000,00 

37.440.110.000,00 

149.216.456.000,00 

118.242.571.000,00 

654.272.995.000,00 

14.209.263.000,00 



r Uraian -
-

2 - l UMLAH 

-
J ~ o~E~/\H 

3 -
!~~~~ 

- ( l 4.l09.263.000,00) 

l 111blavaan 
aan pt an Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 57 .905,737 .000,00 

l'ii11 r111tun9 , \9.565 200 906,60 
,t)ln pe cadangan 

/ ' n oana aan oaerah yang Dipisahkan 
JrJ I n l(ekaY 

i . renlua a_ ·arnan daerah - -
38.340.536.093,40 

,. 111"3n pinJ I' pernberian Pinjarnan -,,1 eniba, -
' an K d erah 
~ · tan9 a 

~' rf13an p,u, an pembiaya_a~ _ _ #' r,er1111a -- --- - - - 57 .905.737 .000,00 

111
1a~ pe - _ __ -- -- -

JI ---
-

pembiayaan _ 72.115.000.000,00 
nge1uara11 dana cadan9an . - -

pt bf0tuKan (I ·...,estasi) Pemenntah Daerah 
~ r,,odal n - - - - - -
, an - -
;.;i1,e<1a ran p0kok uta~g - - 72. 115.000.000,00 

-~1b3Y3 . ·arnan oaerah _ -
~ t,enan p,nJ iuaran-pembiayaan - 72.115.000.000,00 
, ~ pen9e - - --
11r,,la _ -

n netto - - --- - (14.209.263.000,00) 
biayaa 

pirfl -
b' yaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) -

'hpem ,a 
!il3 1eb1 

t 
l -- -' 
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